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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka implementasi pelatihan berbasis
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, perlu disusun
pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis
kompetensi;

bahwa pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan norma, standar, prosedur dan Kkriteria
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
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Mengingat

Transmigrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis Kompetensi;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5497);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
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Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 11  Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSIL.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya
disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang
dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional
dan digunakan secara internasional.

4. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan
dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal
organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan
organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi
yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat
KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja
dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor.
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10.

11.

12.

(1)

(2)

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah
pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan
kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai
dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Unit Pelaksana Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat UPTP adalah
lembaga pelatihan kerja milik Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah lembaga pelatihan kerja milik pemerintah daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota.

Lembaga Pelatihan Kerja adalah instasi pemerintah, badan hukum
atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk
menyelenggarakan pelatihan kerja.

Tenaga Pelatih adalah instruktur atau istilah lain yang setara, yang
memiliki kompetensi teknis dan metodologis untuk melakukan
pelatihan.

Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
penyelenggaraaan PBK bagi lembaga pelatihnan yang dikelola oleh
instansi pemerintah, badan usaha, perorangan yang memenuhi
persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan sinergitas lembaga pelatihan dengan kebutuhan
pengguna tenaga kerja;

b. meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga pelatihan; dan

c. meningkatkan kompetensi peserta pelatihan.

Pasal 3

Prinsip dasar PBK:

a.

dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan
dan/atau standar kompetensi;

adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki;
berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat individual;
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